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Halaman 03

REVISI UU ADMINDUK

Nisa: L1ndung1 Status Hu

JAKARTA (Suara Kar-
‘ya): Rancangan Un-
dang-Undang Perubah-
an tentang Adminis-
trasi Kependudukan
(RUU Adminduk),
adalah bagian dart

" upaya memberikan
perlindungan dan pe-
ngakuan atas status
hukum rakyat atas
peristiwa kepen-
dudukan.

Demikian
dikemuka-

DFR dari
Fraksi Partai
Golkar Chai-.
. run Nisa’'saat

rapat kerja

Komisi I
DPR dengan Menteri Dalam
Negeri (Mendagri) Gamawan
Fauz, di Jakarta, kemarin.
Nisa menyatakan ' men-
dukung pembahasan revisi
RUU tentang Perubahan atas

Cha.rrurr Nisa

UU No 23 Tahun 2006 ten-.

tang Adminduk.

Menurut dia, RUU Ad-
minduk adalah bagian dari
upaya ‘untuk memberikan
perlindungan dan pengaku-
an atas status hulum atas
peristiwa = kependudukan
maupun peristiwa  penting
yang dialami penduduk. -

"RUU ini adalah -upaya
memberi makna sekaligus

penjabaran amanat Pasal 26

ayat (3)'UUD 1945 yang ber-
tujuan untuk mewujudikan
tertib Administrasi Kepen-
dudukan dengan terbangun-
_nya database kependuduk-

an secara rasional serta ke- -

.absahan dan kebenaran
atas dokumen kependuduk-
an yang diterbitkan,” kata-
nya dalam rilis yang diterima
Suara Karya.

. Lebih lanjut, tutur Chai-
run Nisa, berkaitan dengan

kan anggota
Komisi I

um"._ ' 'akyat

KTT APEC — .Menlu Mearty Natglegawa, bers
Alisjahbana {kiri} memberikan keterangan pers so
" ‘aken menggelar pertemuan KTT APEC 2013 di Bali pada tanggal 1- -§ Oktober 2013. (Antera)
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ama Menparskraf Mari -Elka F'angesru (kanan) dan ‘Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida
al persiapan KTT-APEC:2013.di Gedunrg Pancasila, Kemen.'u, Jakarta, Rabu (19/6) indonesia

: penerapan kartu tanda. pen;_
dudulc (KTP) elektronik, "ma-
ka ketentuan dalam’ Pasal 64

ayat (4) huruf a Undang-Un-
dang Nomor 23 Tahun.2006
tentang Administrasi Kepen-
dudukan yang mengatur
bahwa masa berlakn KTP
adalah lima tahun perlu dila-
Jkukan penyesuaian menjadi
seumur hidup, Dengan catat-
an, lanjut dia, sepanjang tak
ada perubzhan atas elemen
data penduduk dan peruba-
han domisili penduduk.

"Hal itu perlu-dilakukan
agar diperoleh. kemudahan
dan-kelancaran dalam pela-
vanan publik di berbagai
sektor bailc aleh pemerintah
maupun swasta serta diper-
olehnya penghematan ke-
uangan negara setiap lima
tahun,” vjarnya.

Putusan MK

" “Terkeit putusan Mahka-_

mah Konstitusi Nomor 187

PUUZXI/2018 tertanggal 30
_ April 2013, yangintinya ada-

lah bahwa pencatatan kela-

- hiran yang ‘pelaporannya

melampaui batas 1 (satu) ta-
hun, pencatatan .dan pener-
bitan kutipan  akta kelahi-
rannya tidak ‘perlu melalui
penetapan pengadilan nege-
i, tetapi cukup dengan ke~
putusan kepala dinas ke-
pendudukan ‘dan : pencatat-
an sipil kabupaten/kota.

' Menanggapi putusan MK
tersebut, Chairun Nisa me-

nilai perlu dilakukan penye- ¢

'suaian -terkait norma terse-
but-dalam UU Nomor 23 Ta-
hun 2006 tentang Adminis-
trasi Kependudukan agar se-
jalan dengan putusan Mah-
kamah Konstitusi tersebut.
“Perlu . penyesuaian terkait
norma tersebut dalam UU
23/2006 agar sejalan de-

_Tgan putusan MEK: tersebut,”

.duduka.n;

ujarnya. "
Pemerintah segera ‘mere-

wvisi Undang-Undang Nomor
‘23"Tahun 2006 tentang ‘Ad-.
‘minduk. 'Revisi 'dilakukan -

untuk memperpanjang masa

berlaku elektronik KTP ‘fe-- -

KTP) menjadi-seumurhidug.

Sebelumnya, Mendagri Ga-

mawan Fauzi ketika berkun-
jung “ke Medan, ‘Kamis
(14/3) “mengatakan, revisi

‘UU 23/2006 dibutuhkan
untuk “mempermudah ko-.

nektivitas »dan -data kepen-

" dudukan secara nasional.
_Dia:mengatakan, ‘saat ini -
revisi Ul Adminduk telah di-:

ajukan -dan  dibahas DPR.
‘Sehingga-diharapakan revisi

- UU: tersebut dapat selesa.x ta- .

hurn ind.

Menurut Gamawan, ada
beberapa pasal yang akan
direvisi. dalam undang-
undang administrasi kepen-
‘salah satunya

adalah pasal yang menentu-

" kan pemberlakuan e-KTP.

Yakni masa berlaku yang se-
belumnya lima tahun, di-
ubah menjadi seumur hi-
dup.
Selain itu, menurut Ga-
mawan, pihaknya juga akan
membersihkan pendaftaran

- élektronik KTP yang dobel.di

sistern nasional, hal ini di-
lakukan untuk menghindari

-penyalahgunaan adminis-

trasi kependudukan, dan

~ mempercepat ‘proses pen-.

dataan penduduk yang ter-
catat dalam catatan sipil ke-
pendudukan.

Menurutnya untuk pro-
ses pembersihan data ke-
penduduikan diperlukan ker-
ja sama mulai dari kelurah-
an hingga tingkat provinsi.

-Sehingga target pencapaian

data administrasi kepen-
dudukan di Indonesia cepat
terpenuhi. (Yudhiarma/®)




